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RINGKASAN

Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (single prosecution system) yang
berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang
yaitu Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 2 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Single prosecution system
yaitu sistem penuntutan tunggal. Kalimat “jaksa harus melakukan penuntutan”
harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip single prosecution system
dalam sistem peradilan pidana. Istilah tersebut merupakan makna sesungguhnya
dari asas satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) sebagai landasan
pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan
penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalamtata pikir, tata laku
dan tata kerja. Penerapan prinsip single prosecution system dalam konteks
internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 United Nations Guidelines on the Role
of Prosecutors yang menyatakan bahwa Jaksa harus berperan aktif dalam proses
penuntutan dan berperan aktif dalam penyidikan jika diizinkan, pengawasan
terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan
pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.
Penerapan prinsip single prosecution system dalam kejaksaan, merupakan suatu
keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini
memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana
Indonesia  terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan
Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung.
Namun Saat ini, ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi
penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung. Misalnya,
perkara tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang
dilakukan oleh oditurat militer, oditurat militer tinggi dan oditurat Tentara
Nasional Indonesia (TNI).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif penelitian yakni penelitian
yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa
bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas,
dengan tipe penelitian kekaburan norma. Sesuai dengan sifat penelitian yang
digunakan yakni preskriptif, penelitian yang bertujuan menggambarkan secara
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk



menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, maka
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach) yang dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang berkaitan
dengan isu hukum yang hendak dijawab. Untuk menganalisis isu hukum dalam
penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yang dikumpulkn dengan problematika single prosecutor dalam sistem
peradilan pidana dalam perspektif kepastian hukum.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana bersifat mutlak, bahwa sistem
single prosecutor sejalan dengan Asas dominus litis yang memberikan
konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus
dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut
umum tertinggi. Dengan menerapkan sistem single prosecutor, maka diharapkan
akan terbentuk penegakan hukum yang penuh dengan tanggung jawab dan
berkepastian hukum, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam peraturan-
peraturan dan asas-asas yang mengatur mengenai sistem penuntutan di Indonesia.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian
hukum, dengan penerapan single prosecutor dalam sistem peradilan yang ada
maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah
tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum
yang tercipta dengan adanya sistem single prosecutor membuat pelaksanaan
penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Single Prosecutor, Sistem Peradilan Pidana, Kepastian Hukum

Penerapan prinsip single prosecution system dalam kejaksaan, merupakan suatu
keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini
memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana
terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan RI. Problematika
prinsip prosecution system yakni yang semula mutlak merupakan wewenang
Kejaksaaan RI telah bergeser seolah terbagi dua dengan lembaga lainnya seperti
KPK dan TNI. Dimana terjadinya dualisme penuntutan yang tidak berada di
bawah Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi dalam hal penuntutan. Penerapan
asas dominus litis dan prinsip single prosecution system memerlukan adanya
koordinasi dalam bidang penuntutan lembaga lain yang juga melakukan
penuntutan yang mana komando pengendali perkara dan penuntutan pada Jaksa
Agung sebagai pemimpin tertinggi dalam bidang penuntutan.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana bersifat mutlak, bahwa sistem
single prosecutor sejalan dengan Asas dominus litis yang memberikan
konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus
dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut
umum tertinggi. Dengan menerapkan sistem single prosecutor, maka diharapkan
akan terbentuk penegakan hukum yang penuh dengan tanggung jawab dan
berkepastian hukum, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam peraturan-
peraturan dan asas-asas yang mengatur mengenai sistem penuntutan di Indonesia.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian
hukum, dengan penerapan single prosecutor dalam sistem peradilan yang ada
maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah
tanggung jawab jaksa selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum
yang tercipta dengan adanya sistem single prosecutor membuat pelaksanaan
penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif.
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ABSTRACT

Key Word: Single Prosecutors, Criminal Justice System, Legal Certainly

The application of the principle of a single prosecution system in the prosecutor's
office is a necessity or obligation in the criminal justice system in Indonesia. This
principle provides benefits and understanding that prosecutors in the criminal
justice system are organized in a state institution called the Indonesian Attorney
General's Office. The problem with the principle of the prosecution system, which
was originally the absolute authority of the Indonesian Attorney General's Office,
has shifted as if it were divided in two with other institutions such as the KPK and
the TNI. Where is the dualism of prosecution which is not under the Attorney
General as the highest leader in terms of prosecution. The application of the
principle of dominus litis and the principle of the single prosecution system
requires coordination in the field of prosecution of other institutions that also
carry out prosecutions where the command of controlling cases and prosecution
of the Attorney General is the highest leader in the field of prosecution.

The single prosecutor in the criminal justice system is absolute, that the single
prosecutor system is in line with the principle of dominus litis which provides the
consequence that the control of prosecution policy in a country must be carried
out in one hand, namely under the control of the Attorney General as the highest
public prosecutor. By implementing a single prosecutor system, it is expected that
law enforcement will be fully responsible and have legal certainty, in accordance
with the aspirations to be achieved in the regulations and principles governing the
prosecution system in Indonesia.

A single prosecutor in the criminal justice system will provide legal certainty,
with the application of a single prosecutor in the existing justice system, it will
ensure that every prosecution process is under the responsibility of the prosecutor
as the holder of the highest authority. The legal certainty that is created by the



existence of a single prosecutor system makes the implementation of prosecutions
better, less ambiguous, and more effective.
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